
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala urusan keberhasilan dan 

dampak positif serta  negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian 

aparat Pemerintah Desa. Meskipun demikian masih banyak masalah yang 

dihadapi masyarakat desa sampai saat ini belum teratasi secara tuntas, seperti 

misalnya masalah pembangunan Desa yang terjadi di Desa Nagraksari. Oleh 

sebab itu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Sebagaimana dalam pasal 1 (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa 

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan masyarakat desa pada 

hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan 

agar lebih baik, dan lebih menyenangkan warga masyarakat dari keadaan 
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sebelumnya. Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha 

yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis dan continue  untuk 

mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya 

proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat tidak merasa puas 

dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu 

disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi sehingga 

masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya 

yang dimiliki dan masalah utama yang dihadapi. Beberapa masalah  yang 

terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Nagraksari antara 

lain:  

1. Masih kurangnya  kualitas pelayanan dasar kebutuhan masyarakat  

2. Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi dan 

keterbatasan kondisi infrastruktur jalan 

3. Belum maksimalnya dokumen perencanaan pembangunan desa dalam 

mengakses seluruh kebutuhan masyarakat 

4. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau dan konflik sengketa tanah  

5. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap 

tertib administrassi kependudukan seperti kepemilikikan KTP, kartu 

keluarga, akte kelahiran, dan dokumen penting lainnya.  

6. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, 

penyandang cacat, dan wanita rawan sosial ekonomi.  
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Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan 

Kepala Desa Nagraksari terpilih masa bakti 2013-2018 dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadi lebih baik. Dalam rangka 

mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa Nagraksari di tahun masa 

bakti 2013-2018 maka arah pembangunan desa diorientasikan pada program 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan yang 

memiliki dampak langsung terhadap upaya peningkatan 

perekonomian, akses pelayanan kesehatan dan pelayanan 

pendidikan Dasar. 

b. Peningkatan produksi pertanian dengan pemanfaatan teknologi 

tepat guna guna mendukung ketahanan pangan. 

c. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) 

d. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya Alam 

dan perlindungan mata air. 

e. Pengembangan potensi wilayah guna mendorong meningkatan 

kesempatan kerja di perdesaan. 

f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berdampak pada 

pengembangan usaha, industri rumah tangga dan lapangan kerja. 

g. Peningkatan kapasitas aparatur Desa yang mendukung efektivitas 

pelayanan masyarakat. 
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h. Sinergitas program pembangunan desa dengan program 

pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. 

i. Menjaga kerukunan warga melalui pendekatan pelestarian budaya 

dan kearifan lokal. 

j. Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari pos 

bantuan maupun Bantuan Langsung Masyarakat yang digulirkan 

pemerintah pusat. 

Pencapaian dari arah pembangunan di atas akan dilaksanakan melalui 

keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan system 

perencanaan dan pelaksanaan partisipatif. Fenomena yang terjadi di Desa 

Nagraksari Kecamatan Jampangkulon, penulis melihat bahwa peran kepala 

desa memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan desa. 

Namun demikian belum diketahui secara jelas bahwa apakah kepala desa 

Nagraksari Kecamatan Jampangkulon mempunyai andil yang cukup besar 

dalam meningkatkan pembangunan demi terselenggaranya pemerintahan Desa 

yang maju dan sejahtera sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan 

yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas Penulis merasa penting membahas kesenjangan yang 

terjadi di pemerintahan desa terutama mengenai pelaksanaan pembangunan 

desa. sehingga penulis memberikan judul, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PERATURAN MENTERI  DALAM  NEGERI NOMOR 114 TAHUN 

2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA”. (penelitian di 

Desa Nagraksari  Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Desa.  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan tujuan 

penelitian yaitu, untuk mengetahui  Implementasi Kebijakan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Desa di Desa Nagraksari. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan  memiliki manfaat secara teoretis yaitu dapat 

menjadi bukti empiris dan pengembangan wawasan pengetahuan ilmiah atau 

pengembangan keilmuan dalam pengaplikasian teori yang diterima dengan 

keadaan di praktik-praktik yang dilakukan dilapangan, terkhusus mengenai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 114  Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Desa di Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon.   
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, 

Sebagai pengalaman berharga karena dapat memperoleh gambaran 

secara langsung mengenai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman pembangunan Desa .Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan 

penelitian juga hasil penelitian diharapkan lebih memantapkan ilmu juga teori 

yang sudah dipelajari, untuk menambah wawasan mengenai Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

b. Bagi Pemerintahan Desa 

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi masukan bagi seluruh lapisan 

Pemerintah Desa Nagraksari dalam menindaklanjuti permasalahan 

pembangunan desa, yang hasilnya dapat menguntungkan masyarakat, dan 

Pemerintah. 

c. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

seluruh lapisan masyarakat dan kepada para pembaca mengenai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun Pedoman Pembangunan Desa. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi 

bagi penelitian dengan bahasan / kajian yang sama. 
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E. Kerangka Pemikiran  

Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok yang menjalankan 

roda pemerintahan dalam upaya tercapainya pelayanan yang diharapkan oleh 

masyarakat. Selain dari itu perhubungan antara ilmu politik dengan 

administrassi kebijakan publik terlihat dari banyaknya timbul masalah-masalah 

keresahan di kalangan masyarakat, karena kegiatan administrasi publik terlebih 

lagi karena banyaknya campur tangan politik pada kehidupan masyarakat. 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam (Syafie:2010) administrasi publik adalah 

administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar 

tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.  

Implementasi kebijakan dipandang secara luas dan mempunyai makna 

pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan 

teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 

meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (Winarno:2014:147).  

Dalam pandangan Edwards III, Implementassi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel, yakni (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi, (d) 

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan antara 

satu sama lain. (Agus. Subarsono: 2015:90-92).   

1. Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran 

(target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
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Apabila tujuan dan sasaran satu kebijakan tidak jelas atau bahkan 

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 

kemungkinan akan terjadi resistenssi dari kelompok sasaran.  

2. Sumber daya  

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi 

kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implemntasi kebijakan, 

sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, 

informasi, dan kewenangan.  

3. Disposisi  

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan 

berperan penting untuk mewujudkan implemntasi kebijakan yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksanaan kebijakan 

akan sangan berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila 

implementator memiliki sikap yang baik maka akan kebijakan dapat 

dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka 

implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.  

4. Struktur birokrasi  

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua 

hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama 

adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah 

dibuat standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman 
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bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan 

kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek 

kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang 

dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan 

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang 

selnjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak 

fleksibel.  

Pelaksanaan pembangunan desa sangat penting untuk suksesnya sebuah 

pembangunan, oleh karena itu pembangunan desa harus dilakukan secara 

continue dan sistematika untuk meningkatkan pembangunan demi 

terselenggaranya pembangunan desa ke arah yang maju dan sejahtera sesuai 

dengan apa yang diinginkan masyarakat dan pemerintah desa. Dalam 

pelaksanaan pembangunan desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna  Desa. 
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